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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara penyajian data dan proses pembuatan Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. 
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini menerangkan tata cara penyajian data dan proses pembuatan Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan, mulai dari melakukan rekapitulasi data perijinan, membuat Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan, membuat surat pengantar pengiriman laporan sampai dengan pengiriman Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan sesuai dengan distribusi laporan.
3. DASAR HUKUM
3.1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
3.2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan.
3.3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
4. DEFINISI

4.1. Data adalah serangkaian informasi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
4.2. Laporan adalah rangkuman dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis terhadap masalah-masalah yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya kondisi sesuai dengan data-data yang dilaporkan.
5. KETERKAITAN
-

6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses-proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA
7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu melakukan pengolahan data
7.3. Mampu menganalisis data secara detail
7.4. Mampu mengoperasikan komputer
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja


8.3. Kursi
8.4. Tempat Arsip/Almari

8.5. Komputer
8.6. Printer
8.7. ATK
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Penyajian Data

9.1.1. Surat permohonan data diterima oleh Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

9.1.2. Selanjutnya, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk ditindaklajuti.

9.1.3. Berdasarkan surat tersebut, Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan memerintahkan Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk merekap data dan membuat laporan permintaan data.

9.1.4. Rekapan Laporan Penyajian Data diajukan kepada Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk diperiksa.

9.1.5. Laporan Penyajian Data yang sudah sesuai kemudian diajukan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan untuk diketahui dan diparaf.

9.1.6. Laporan Penyajian Data selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Laporan Penyajian Data digandakan sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan pendistribusian sebagai berikut:

1. Walikota

2. Pemohon

3. OPD terkait

4. Arsip

9.1.7. Laporan Penyajian Data dikirimkan kepada OPD/Instansi/lembaga/perorangan yang berkepentingan melalui Petugas Bagian Umum.

9.1.8. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyimpan Laporan Penyajian Data pada file.
9.2. Laporan Realisasi Pelayanan
9.2.1. Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan melakukan rekapitulasi terhadap semua pelayanan pengurusan perijinan per triwulan.

9.2.2. Dari hasil rekapitulasi tersebut, Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan membuat Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan.

Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan dibuat sebanyak 5 rangkap, dengan pendistribusian sebagai berikut:

1. Walikota

2. Bappeda
3. Inspektorat
4. OPD terkait
5. Arsip

9.2.3. Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan diajukan kepada Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk diperiksa.

9.2.4. Selanjutnya, Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan yang sudah sesuai kemudian diajukan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan untuk diketahui dan diparaf.
9.2.5. Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

9.2.6. Surat pengantar beserta laporan beserta rekapan data ijin  yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas selanjutnya dikirim ke masing-masing OPD terkait melalui Petugas Bagian Umum.

9.2.7. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyimpan Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan pada file.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Surat Permohonan Data 

10.2. Laporan Penyajian Data

10.3. Surat Pengantar
10.4. Laporan Realisasi Pelayanan Perijinan 

10.5. Lembar disposisi Surat Pengantar Laporan
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